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LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan fraud control plan di Inspektorat Daerah

Kota Pekalongan?

2. Bagaimana cara kerja atribut dalam fraud control plan?

3. Bagaimana cara pengimplementasian penilaian kebijakan antifraud dan

penilaian struktur pertanggungjawaban untuk mengurangi risiko terjadinya

fraud ?

4. Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian penilaian kebijakan

antifraud dan penilaian struktur pertanggungjawaban fraud ?

5. Bagaimana cara pengimplementasian penilaian risiko fraud dalam

pencegahan fraud?

6. Bagaimana hambatan dalam penerapan penilaian risiko fraud?

7. Bagaimana cara pengimplementasian dari sistem pelaporan kejadian,

pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi dalam

pencegahan fraud ?

8. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penilaian sistem pelaporan

kejadian, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi ?

9. Bagaimana pengimplementasian penilaian standar perilaku disiplin dalam

mencegah terjadinya fraud ?

10. Kendala apa yang dihadapi dalam penilaian standar perilaku disiplin dalam

mencegah terjadinya fraud ?

11. Bagaimana cara kerja pengimplementasian penilaian kepedulian karyawan,

pelanggan dan masyarakat, dan perlindungan pelapor dalam pencegahan

fraud?

12. Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian penilaian kepedulian

karyawan, pelanggan dan masyarakat, dan perlindungan pelapor dalam

pencegahan fraud ?
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1. Wawancara Inspektur Pembantu III (Andry Martha, S.T., M.Si.)

Sekretaris (Drs. Muchamad Natsir, M.Si.)

No. Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan

fraud control plan di Inspektorat

Daerah Kota Pekalongan?

Menurutnya:" fraud control plan yang ada

pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

rugulasinya sudah sejak tahun 2010 hingga

sekarang, yang memiliki ruang Lingkup

pada pelaksanaan Fraud Control Plan di

Inspektorat Daerah Kota Pekalongan"

analisis dari hasil wawancara tersebut

bahwasanya ruang lingkup dalam FCP

yaiatu: Tahap Pertama Sosialisasi dan

Penilaian Diagnostik yang merupakan

proses memberikan pemahaman agar Entitas

Pemilik Risiko Kecurangan berkomitmen

untuk memiliki dan mengimplementasikan

FCP, Tahap Kedua Bimbingan Teknis

Implementasi FCP yaitu membantu Entitas

Pemilik Risiko Kecurangan menindaklanjuti

Area Penguatan Pengendalian Kecurangan

hasil penilaian diagnostik dengan memberi

saran dan nasihat dalam penyusunan desain

dan penyelenggaraan pengendalian

kecurangan, Tahap Ketiga adalah Evaluasi

FCP untuk menentukan faktor-faktor yang

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan

desain dan penyelenggaraan FCP untuk

kemudian dilakukan perbaikan secara

berkelanjutan.
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2. Bagaimana cara kerja atribut

dalam fraud control plan?

Menurutnya: "Pelaksanaan Atribut FCP

dengan metode Pengumpulan dan Analisis

Data, melalui Reviu Dokumen, Kuesioner

dengan tujuan untuk menjaring  sebanyak

mungkin persepsi pegawai terhadap

eksistensi dan implementasi atribut FCP,

Wawancara Individu dan kolektif (diskusi)

serta Obsevasi".

3. Bagaimana cara

pengimplementasian penilaian

kebijakan antifraud dan penilaian

struktur pertanggungjawaban

untuk mengurangi risiko

terjadinya fraud

Menurutnya: "Dalam tataran strategis,

Pemerintah Kota Pekalongan telah

mencantumkan komitmen anti fraud dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2021-2026 di misi ketujuh

yaitu: mewujudkan tata kelola pemerintah

yang efektif dan efisien berdasrkan prinsip-

prinsip good governance dan clean

government”.

4. Bagaimana cara

pengimplementasian penilaian

risiko fraud dalam pencegahan

fraud?

Menurutnya: "Pemerintah Kota Pekalongan

telah memiliki aturan yang mengatur

pengendalian kecurangan di lingkungan

pemerintah Kota Pekalongan dalam

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 012

Tahun 2022".

5. Bagaimana cara

pengimplementasian dari sistem

pelaporan kejadian,

pengungkapan kepada pihak

eksternal dan prosedur investigasi

dalam pencegahan

fraud ?

Menurutnya: " Masyarakat bisa melaporkan

melalui dua cara, yaitu dengan pelaporan

langsung dan pelaporan melalui aplikasi

berupa Ewadul, SMS/WA bila pelaporan

langsung yang bersangkutan hadir sendiri ke

loket pelayanan aduan dengan membawa

surat pelaporan, bukti penyimpangan yang
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dilaporkan, pelaporan akan diregistrasi oleh

petugas dan pemohon diminta untuk

menunggu pemanggilan. Surat pengaduan

diajukan kepada Inspektur untuk

mendapatkan disposisi tindak lanjut dari

pelapor tersebut pada Inspektor Pebantu IV,

selanjutnya Inspektor Pembantu III

mengkaji dan menganalisis laporan tersebut

apakah bisa ditindak lanjuti dengan

investigasi atau tidak (dalam arti kasus yang

dilaporkan tersebut bukan kewenangan

inspektorat".

6. Bagaimana pengimplementasian

penilaian standar perilaku disiplin

dalam mencegah terjadinya

fraud ?

Menuruutnya:"Pemerintah Kota Pekalongan

telah memiliki kebijakan terkait kode etik

Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam

peraturan Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor 24 Tahun 2017. Yang mengatur

mengenai etika ASN dalam bernegara, etika

dalam berorganisasi, bermasyarakat, sesama

pegawai, diri sendiri dan dalam

menggunakan media sosial".

7. Bagaimana cara kerja

pengimplementasian penilaian

kepedulian karyawan, pelanggan

dan masyarakat, dan perlindungan

pelapor dalam pencegahan fraud?

Menurutnya: "Pemerintah Kota Pekalongan

telah memiliki program dan kegiatan dalam

upaya peningkatan kepedulian pegawai

terkait pengendalian kecurangan dan

sebagian besar pegawai telah memiliki

kepedulian dalam upaya pencegahan

korupsi.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai
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penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi

oleh KPK yang bertugas mensosialisasikan

pencegahan tindak kecurangan kepada

masyarakat.

Serta Memberikan perlindungan kepada

pelapor kejadian fraud dalam bentuk

perlindungan kerahasiaan atas identitas

pelapor".

2. Wawancara Sekretaris (Drs. Muchamad Natsir, M.Si.)

No Pertanyaan Jawaban

1. Kendala apa yang dihadapi dalam

pengimplementasian penilaian kebijakan

antifraud dan penilaian struktur

pertanggungjawaban fraud

Menurutnya: "Tidak ada

kendala, karena sudah

diterapkan, dan sudah

deteksi proaktif dan

pedoman teknis

pelaksanaan dsiplin

ASN".

2. Bagaimana hambatan dalam penerapan

penilaian risiko fraud

Menurutnya: "Kurangnya

tindakan yang harus

diputuskan oleh

manajemen dalam

mengelola kajiaan atas

risiko, dimana  kajian atas

risiko menghasilkan

profil risiko dan informasi
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yang diperlukan untuk

menyikapi fraud".

3. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan

penilaian sistem pelaporan kejadian,

pengungkapan kepada pihak eksternal dan

prosedur investigasi ?

Menurutnya: "Kurang

terbukanya untuk

menyampaikan potensi

fraud pada kegiatan atau

tupoksinya dan setiap

pelaporan ada

pengregistrasian setiap

triwulan sekali oleh

Inspektor pembantu III

4. Kendala apa yang dihadapi dalam penilaian

standar perilaku disiplin dalam mencegah

terjadinya fraud ?

Menurutnya: "Masih

terjadiya fraud waktu oleh

sebagian pegawai

dikarenakan kepentingan

pribadi yang kadang kala

mendesak, sehingga

mengharuskan untuk izin,

dan telat.

5. Kendala apa yang dihadapi dalam

pengimplementasian penilaian kepedulian

karyawan, pelanggan dan masyarakat, dan

perlindungan pelapor dalam pencegahan

fraud ?

Menurutnya: "Minimnya

bukti yang dilaporkan

atas kasus fraud sehingga

menjadikan pegawai

tidak efektif dalam

mengungkapkan fraud".
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Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi Saat pelaksanaan wawancara dengan Inspektur Pembantu III

(Andry Martha, S.T., M.Si.)

2. Dokumentasi Saat pelaksanaan wawancara dengan Sekretaris (Drs.

Muchamad Natsir, M.Si.)
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Lampiran 3

Surat Izin Penelitian
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Lampiran  4

Surat Balasan Dari Penelitian
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Lampiran 5

Kendala Atribut FCP dan Implementasi Pengendalian Fraud di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

No Framework FCP Atribut FCP Implementasi FCP Kendala
1. Integrated Macro

Policy
1. Kebijakan Antifraud

a. mengidentifikasi
faktor terjadinya
risiko fraud;
b. memberi respon
yang tepat terhadap
fraud;
c.
mengkomunikasikan
nilai-nilai organisasi
dan kegiatan utama.

2.Struktur
Pertanggungjawaban
a. Tingkat strategik yang
tercermin dalam rencana
strategis
b. Tingkat Operasional
pada uraian tugas dan
prosedur

1.Dalam tataran strategis, Pemerintah Kota
Pekalongan telah mencantumkan komitmen anti fraud
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2021-2026 di misi ketujuh yaitu:
“mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan
efisien berdasrkan prinsip-prinsip good governance
dan clean government”
a.Perencanaan strategis organisasi yang memuat visi,
misi, sasaran, dan tujuan serta nilai-nilai organisasi;
b. Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, prosedur
kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian
kecurangan lainnya;
c. Laporan organisasi  kepada lembaga standarisai
atau lembaga sertifikasi yang memuat uraian
mengenai kepatuhan organisasi terhadap norma atau
standar terkait pengendalian kecurangan
2. Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk
satuan tugas pengendalian kecurangan, Tim
pengelolaan pengaduan, serta Unit Pengendalian
Gratifikasi

Tidak ada kendala, karena sudah diterapkan,
dan sudah deteksi proaktif dan pedoman
teknis pelaksanaan dsiplin ASN

2. Fraud Risk
Assesment

3.Penilaian Risiko fraud
a. Mengidentifikasi
fungsi-fungsi utama;

3.Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki aturan
yang mengatur pengendalian kecurangan di
lingkungan pemerintah Kota Pekalongan dalam

Kurangnya tindakan yang harus diputuskan
oleh manajemen dalam mengelola kajiaan
atas risiko, dimana  kajian atas risiko
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b. mengkaji luasnya
kerentanan fraud setiap
bidang ataupun fungsi

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 012 Tahun
2022

menghasilkan profil risiko dan informasi
yang diperlukan untuk menyikapi fraud

3. Community
Awarness

4.Kepedulian Pegawai
5. Kepedulian Pelanggan
dan Masyarakat
6. Perlindungan kepada
Pelapor

4. Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki
program dan kegiatan dalam upaya peningkatan
kepedulian pegawai terkait pengenlian kecurangan
dan sebagian besar pegawai telah memiliki
kepedulian dalam upaya pencegahan korupsi.
5.Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai penyuluh
anti korupsi yang tersertifikasi oleh KPK yang
bertugas mensosialisasikan pencegahan tindak
kecurangan kepada masyarakat.
6. Memberikan perlindungan kepada pelapor kejadian
fraud dalam bentuk perlindungan kerahasiaan atas
identitas pelapor

Minimnya bukti yang dilaporkan atas kasus
fraud sehingga menjadikan pegawai  tidak
efektif dalam mengungkapkan fraud

4. Reporting System 7.Sistem Pelaporan
Kejadian fraud
8.Pengungkapan kepada
pihak eksternal
9.Prosedur Investigasi

7. Dalam  menyampaikan pengaduan pelaporan fraud
melalui kotak pengaduan, whatsapp, email, dan surat
pengaduan
8. Pimpinan Unit kerja mengembangkan SOP
pelaporan kepada pihak eksternal yang mengatur
secara jelas.
9.Dalam implementasi investigasi Pemerintah Kota
Pekalongan mempunyai pedoma audit investigasi
yang tercantum dalam Keputusan Inspektur Daerah
Kota Pekalongan Nomor 700/001.4 Tahun 2022

Unit kerja tidak mau ditunjuk sebagai unit
kerja yang bertanggungjawab atas
pengelolaan strategi pengendalian
kecurangan serta setiap pelaporan
pengregistrasian yang dievaluasi setiap
triwulan sekali oleh inspektor pembantu III.

5. Conduct and
Disciplinary

10.Standar Perilaku
Disiplin

Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki
kebijakan terkait kode etik Aparatur Sipil Negara

Masih terjadiya fraud waktu oleh sebagian
pegawai dikarenakan kepentingan pribadi
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Standard yang tertuang dalam peraturan Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 24 Tahun 2017. Yang mengatur
mengenai etika ASN dalam bernegara, etika dalam
berorganisasi, bermasyarakat, sesama pegawai, diri
sendiri dan dalam menggunakan media sosial.

yang kadang kala mendesak, sehingga
mengharuskan untuk izin, dan telat.
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS
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7. Nama ayah : Slamet Raharjo
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